4.1

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan vang telah diuraikan pada bab

sebelumnya. dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

L.

Ketentuan hukum mengenai pemberian izin perceraian bagi ASN vang
berstatus PNS diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang lzin
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawar Negeri Sipil. Berdasarkan
peraturan terscbut, PNS yang hendak bercerai wajib terlebih dahulu
memperoleh izin atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
Apabila PNS berkedudukan sebagai penggugat. maka ia wajib mengajukan
permohonan izin. Apabila PNS berkedudukan sebagai tergugat. maka ia
wajib menyvampaikan pemberitahuan adanya gugatan perceraian guna
memperoleh surat keterangan. Permohonan terscbut harus diajukan secara
tertulis, mencantumkan alasan secara lengkap. serta diproses melalui jalur
hierarki. Atasan langsung berperan dalam memberikan pertimbangan,
sedangkan pejabat vang berwenang bertugas menilai alasan perceraian,
meminta kelerangan tambahan apabila diperlukan. mengupayakan
perdamaian, serta memberikan atau menolak izin secara tertulis.
Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai hukuman disiplin
berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
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2. Pelaksanaan prosedur pemberian izin perceraian ASN di Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro pada dasarnya telah mengikuti ketentuan normatil
vang berlaku. Prosedur di lapangan dimulai dengan pengajuan surat
permohonan olch ASN kepada kepala sekolah atau atasan langsung,
kemudian dilanjutkan dengan pemanggilan. pemberian nasihat, dan mediasi.
Apabila mediasi tidak berhasil. hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita
acara pemeriksaan (BAP) dan dilengkapi dengan dokumen pendukung
seperti daflar hadir, foto kegiatan, serta kelengkapan administratif lainnya.
Setelah itu, berkas diteruskan ke Dinas Pendidikan untuk dilakukan
pemeriksaan ulang melalui klarifikasi dan mediasi lanjutan, kemudian
diteruskan kepada BKPP dan pejabat yang berwenang. Meskipun secara
umum prosedur telah berjalan. pelaksanaannya masih menghadapi beberapa
kendala, vaitu adanya pihak vang tetap bersikukuh untuk bercerai. proses
vang membutuhkan waktu cukup lama. kelengkapan dokumen yang harus
dipenuhi, keterlibatan banyak pihak dalam perkara yvang bersifat pribadi.
serta belum meratanya sosialisasi prosedur izin perceraian kepada seluruh
ASN. Dengan demikian, pelaksanaan aturan di Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro sudah menunjukkan kesesuaian dengan norma.
tetapi masih memerlukan penguatan dalam aspek sosialisasi. koordinasi,

ketertiban administrasi, dan penegakan disiplin.
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4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan vang telah diuraikan, penulis memberikan saran

sebagai berikut.

1.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro bersama Badan Kepegawaian.
Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) perlu meningkatkan pembinaan serta
sosialisasi mengenai ketentuan pemberian izin perceraian bagi Aparatur
Sipil Negara vang berstatus Pegawal Negeri Sipil. Upaya tersebut dapat
dilakukan melalui penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur
(SOP) yang jelas, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta pemberian
pemahaman secara berkala kepada ASN mengenai prosedur, persyaratan.
dan akibat hukum apabila tidak memenuhi ketentuan izin perceraian.
Dengan demikian, pelaksanaan pemberian izin pereeraian diharapkan dapat
berlangsung lebih tertib. efektif. dan memberikan kepastian hukum.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai
pemberian izin perceraian Aparatur Sipil Negara dengan memperluas objek
penelitian pada instansi pemerintah lainnya maupun melibatkan lembaga
terkait, seperti Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP),
Inspektorat, dan Pengadilan Agama. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat
menambahkan data empiris mengenail jumlah permohonan izin perceraian,
tingkat kepatuhan ASN terhadap prosedur yang berlaku. serta efektivitas
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 schingga

diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif.
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